BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 2! TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur perlu memberikan Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun
2017 perlu disempurnakan lagi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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10.
1 P

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang sistem informasi keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



-4

- i -
. - [
B - -
- i . .
’
- ~ PR -
Lo ' . '
1
- ' - -
R S
o -k )
- R - e
- \
'
| .
- .
T - . -
fa ,
. B
'
.
“

—r

N
P . . i
B - N .
. -
o -
~ K s
- ~ . b
- - .
i ) - -
\ N
- - N B
4
A "
~ el
. . .
¥ ’
. .o~ N . B
- ~ , .
¥ - -~ - = .
3
. , _

- K -

R

- s j

4 .

pa

~ -




Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
PerubahanKedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun Anggaran 2017

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 61
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang

Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017 diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 huruf a dan b di ubah dan di tambah,
sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

a. TPP Umum PNS Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur ditetapkan maksimal :

1. Inspektur : Rp. 10.000.000,-
2. Sekretaris/Inspektur : Rp.  7.500.000,-
Pembantu

b. Besaran TPP untuk tenaga funggional Auditor :

1. Auditor Madya : Rp. 5.500.000,-
2. Auditor Muda : Rp. 4.000.000,-
3. Auditor Pertama : Rp. 3.500.000,-
4. Auditor Penyelia : Rp. 3.000.000,-
5. Auditor Pelaksana Lanjutan - : Rp. 2.750.000,-
6. Auditor Pelaksana : Rp. 2.500.000,-




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di tutuyan
pada tanggal | ?{) umn 2017
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KANDJAR
Di Undangkan di Tutuyan
Pada tanggal, 1 ’X?éi}ﬂ‘—/m M) /r

Sekretaris Daerah Kabupaten

B@ngo/n@ﬁm

Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.1959081319985031010

Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2017 Nomor

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
BADAN KEUANGAN

NO PENGELOLA PARAF
Mohon untuk
L. Bupati Bolaang Mongondow Timur dapa

ditandatafipani

Wakil Bupati Bolaang Mongondow
Timur

Sekretaris Daerah Kab. Boltim /‘y I
¥ ]
4. Asisten 1l Bidang Administrasi Um%,’ _/

5. Kepala Badan Keuangan

6. Kepala Bagian Hukum

— _ N

7. Sekretans Badan Keuangan ,
8. Kepala Bidang Perbendaharaan 5 /
9. Kasubag Perundang-undangan Setda & #
/
10. | Kepala Seksi Penerbitan SPD dan
SP2D
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